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BAB IV 
PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap data 

pribadi debitur dalam layanan pinjaman online menurut perspektif Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dapat 

disimpulkan bahwa :  

1. pengaturan perlindungan data pribadi debitur telah diatur dalam berbagai 

ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 27 

Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama 

Berbasis Teknologi Informasi. Pengaturan tersebut memberikan dasar hukum 

mengenai hak subjek data pribadi, kewajiban pengendali data pribadi, prinsip 

pemrosesan data pribadi, serta larangan penyalahgunaan data pribadi dalam 

layanan pinjaman online. Dengan adanya pengaturan tersebut, penyelenggara 

pinjaman online memiliki kewajiban hukum untuk menjaga keamanan dan 

kerahasiaan data pribadi debitur serta menggunakan data tersebut hanya sesuai 

dengan tujuan pemrosesan yang telah disepakati.  

2. Bentuk perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi debitur 

dilakukan melalui perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan 

preventif diwujudkan melalui kewajiban memperoleh persetujuan pemilik data, 

penerapan sistem keamanan data, transparansi penggunaan data, serta pengawasan 

oleh Otoritas Jasa Keuangan dan instansi terkait.  
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 Sementara itu, perlindungan represif dilakukan melalui mekanisme 

pengaduan, penyelesaian sengketa, tuntutan ganti rugi, serta penerapan sanksi 

administratif dan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi. Namun 

demikian, implementasi perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai 

kendala, seperti masih maraknya pinjaman online ilegal, lemahnya pengawasan, 

serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data 

pribadi. Akibatnya, praktik penyebaran data pribadi, intimidasi dalam penagihan, 

dan penggunaan data di luar tujuan yang disepakati masih sering terjadi. 

B. Saran 

1. Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, dan instansi terkait perlu meningkatkan 

pengawasan serta penegakan hukum terhadap penyelenggara pinjaman online, 

khususnya pinjaman online ilegal yang berpotensi melakukan penyalahgunaan 

data pribadi debitur. Pengawasan yang lebih ketat dan pemberian sanksi yang 

tegas diharapkan dapat memberikan efek jera serta meningkatkan kepatuhan 

penyelenggara terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 

tentang Perlindungan Data Pribadi. 

2. Masyarakat sebagai pengguna layanan pinjaman online juga perlu 

meningkatkan kesadaran hukum dan kehati-hatian dalam memberikan data pribadi 

kepada penyelenggara layanan digital. Selain itu, masyarakat perlu memastikan 

bahwa layanan pinjaman online yang digunakan telah terdaftar dan diawasi oleh 

Otoritas Jasa Keuangan guna mengurangi risiko penyalahgunaan data pribadi. 

Selain itu, diperlukan sosialisasi dan edukasi hukum secara berkelanjutan 

mengenai perlindungan data pribadi dan risiko penyalahgunaan data pribadi dalam 
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layanan digital agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai 

hak dan kewajibannya sebagai subjek data pribadi di era perkembangan teknologi 

informasi. 
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